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Abstract

The provisions on marriage registration law are not explicitly stated by the texts of
the Qur'an and Sunnah, albeit marriage is a legal event, creating rights and
obligations of the parties. The fulfillment of these rights and obligations can be
well enforced if an orderly marriage administration is in place, namely by
registering the marriage to the competent institutions of marriage, evidenced by a
marriage certificate (authentic evidence). Since the texts do not provide the laws,
its explanation is also not found in conventional fikih. Marriage laws in several
Islamic countries also provide non-uniform provisions in terms of technical
details, although the majority requires marriage registration. The legal importance
of marriage registration can be strengthened by several methods of istinbath (usul
fikih), inter alia, the methods of qiyas, sadd al-zari'ah, and al-maslahat al-

mursalah. respectively.

Kata kunci:
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A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai pencatatan
perkawinan dalam kitab-kitab  fikih
tradisional tidak ditemukan. Karena tidak
disebutkan dalam fikih, maka umat Islam
yang berfikir fikih sentris menganggap
remeh dan cenderung mengabaikan
pencatatan perkawinan oleh lembaga
negara yang berwenang untuk itu.
Bahkan dijumpai juga pandangan, bahwa
perkawinan  adalah  urusan  pribadi
(individual affairs) setiap muslim, karena
itu pemerintah tidak perlu campur tangan
pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain
sebagian masyarakat muslim yang
menggunakan paradigma berfikir fikih
dan  perundang-undangan  sekaligus,
berusaha terus mensosialisasikan manfaat
dan keuntungan adanya ketentuan
pencatatan perkawinan ini terutama untuk
istri dan anak-anak. Munculnya dua

pandangan masyarakat muslim ini
disebabkan oleh tidak adanya ketentuan
dalam al-Qur'an dan Hadis yang secara
tekstual mengatur mengenai keharusan
pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bagi umat
muslim menjadi trend bahkan menjadi
kebutuhan bagi kehidupan keluarganya.
Buktinya, ketentuan tentang pencatatan
perkawinan disebutkan dalam peraturan
perundang-undangan perkawinan muslim
di beberapa negara Islam selain Al-Jazair
seperti Indonesia, Malaysia, Brunei,
Singapura, Mesir, Iran, Libanon, Syiria,
Pakistan, Libya, Yordan, dan Yaman
dengan berbagai variasi ketentuan.

Kasus-kasus nikah sirri atau nikah
di bawah tangan yang dilakukan
masyarakat adalah sebuah realitas yang
harus dijadikan pertimbangan dan dasar
bagi yuris muslim dalam merumuskan
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hukum Islam baik yang berupa fikih
maupun peraturan perundang-undangan
di suatu negeri, agar hukum Islam tidak
dibuat berdasarkan asumsi-asumsi belaka
tanpa melihat data empirik yang ada di
negeri itu. Demikian halnya dengan
urgensi pencatatan perkawinan
hendaknya dikaji untuk mendapatkan
relevansinya dengan realitas yang ada.
Karena tidak ada satu pun nash baik al-
Qur’an maupun hadis yang konkrit
menjelaskan  keharusan pencatatan
perkawinan, maka diperlukan ijtihad para
yuris Islam untuk mendapatkan status
hukumnya.  Untuk  sampai  pada
kesimpulan hukum yang berbobot, para
yuris Islam dalam melakukan ijtihad,
menggunakan metode ijtihad (usul fikih)
secara tepat dengan menggali illat
hukumnya secara tepat pula. Di sinilah
perlunya penelitian literer ini dilakukan
untuk mengungkap landasan metodologis
dalam  menentukan perlu tidaknya
pencatatan perkawinan. Persoalan pokok
dalam penelitian ini adalah bagaimana
ketentuan pencatatan perkawinan ditinjau
dari usul fikih? Fokus penelitian ini untuk
mencari landasan metodologis bagi
ketentuan perlu dan tidaknya pencatatan
perkawinan. Pokok masalah tersebut
dapat dijabarkan menjadi dua pertanyaan,
yaitu: (1) Bagaimana  ketentuan
pencatatan perkawinan dalam perundang-
undangan perkawinan di beberapa negara
Islam ? (2) Bagaimana ketentuan hukum
pencatatan perkawinan dalam perspektif
usul fikih?

B. Pencatatan Perkawinan dalam
Literatur Fikih Konvensional

Di atas telah disebut, bahwa
pembahasan tentang pencatatan
perkawinan dalam kitab-kitab fikih
konvensional tidak ditemukan. Sejauh ini
hanya ditemukan konsep nikah sirri
dalam kitab al-Mudawwanah, karangan
Sahnun (160-240/776-854), dan
pembahasan tentang fungsi saksi dalam
perkawinan oleh fugaha lain. Masalah
saksi yang oleh ulama lain menjadi sub
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bahasan tersendiri, oleh Sahnun hanya
disinggung ketika membahas status
hukum nikah sirri.' Hal ini memperkuat
keyakinan, bahwa masalah pencatatan
perkawinan memang erat hubungannya
dengan masalah saksi (fungsi saksi)
dalam perkawinan.

Dalam Kitab al-Mabsut, karya al-
Sarakhsi dinyatakan, menurut
Hanafiyyah (‘ulama una), saksi harus ada
dalam  perkawinan.  Pendapat  ini
didasarkan oleh hadits.” Untuk menolak
pendapat Imam Malik, Ibn Abi Laila dan
'Usman al-Batta yang berpendapat saksi
tidak masuk rukun perkawinan, tetapi
yang menjadi rukun adalah pengumuman
(i'lan), al-Sarakhsi mencatat :(i) hadis
yang mengharuskan kehadiran empat
unsur dalam akad nikah untuk sahnya
perkawinan, yakni calon suami (
peminang), wali dan dua orang saksi, di
tambah dengan (ii) asar 'Umar yang tidak
mengakui keabsahan perkawinan yang
hanya dihadiri satu orang saksi.’ Sebagai
konsekuensi dari pendapat Malik, Ibn
Abi Laila dan 'Usman al-Batta yang
menekankan pengumuman di atas, kalau
sudah diumumkan meskipun hanya
kepada anak-anak dan orang gila
nikahnya menjadi sah. Dasar yang
mereka catat, seperti ditulis oleh al-
Sarakhsi adalah hadis Nabi yang
menyuruh mengumumkan perkawinan,
dan tindakan Nabi  yang menyuruh
membunyikan pukulan-pukulan
(gendang) sebagai isyarat salah satu cara
rnengumurnkan.4 Berdasarkan hadis dan
asar di atas, ulama tersebut
berkesimpulan bahwa unsur yang
menjadi batas boleh atau tidaknya
perkawinan adalah ada atau tidaknya
unsur usaha merahasiakan. Perkawinan
yang ada unsur usaha merahasiakan,
masuk kelompok usaha perkawinan yang
tidak boleh (haram). Jalan keluarnya agar
tidak masuk kelompok tersebut adalah
perkawinan harus diumumkan (i'lan).
Pengumuman tersebut berguna untuk
menghindari tuduhan  atau keraguan
orang lain.’ Dasar yang ditulis Malik
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untuk mengatakan bahwa  kehadiran
saksi dalam semua transaksi, termasuk
dalam akad nikah, hanya bersifat sunnah
(anjuran), adalah al-Qur'an surat al-
Bagarah (2) 282° dan at-Talaq (65):2.”
Menurut Imam Syafii, saksi
dalam perkawinan haruslah dua orang
laki-laki. Sementara al-Sarakhsi
membolehkan gabungan antara seorang
laki-laki dan dua orang wanita. Bahkan
menurut al-Sarakhsi, satu pria dan satu
wanita pun pada dasarnya sah cukup
untuk saksi perkawinan, hanya saja
sebagai usaha preventif agar tidak
menyesatkan dan tidak lupa, diperlukan
satu orang lain lagi. Menurut al-Sarakhsi,
pemikiran  Imam  Syafii tersebut
dikiaskan dengan masalah saksi dalam
hal mu'amalah secara umum, dimana
dalam kasus-kasus tertentu memang
hanya dapat disaksikan kaum pria.®
Kehadiran saksi dalam
perkawinan menurut al-Kasani adalah
syarat sah perkawinan. Fungsi saksi
dalam perkawinan ada dua, pertama,
untuk menghindari adanya tuduhan zina,
dan kedua, untuk menghindari terjadinya
fitnah. Dengan saksi, berita perkawinan
seseorang akan mudah disebarluaskan
kepada masyarakat umum. Fungsi saksi
dalam perkawinan berbeda dengan fungsi
saksi dalam peristiwa hukum lain, seperti
jual-beli. Dalam jual beli, saksi berfungsi
untuk mengantisipasi jika para pihak ada
yang lupa atau ada pihak yang
mengingkari, maka saksi dalam jual beli
hukumnya sunnah.” Maksud al-Kassani,
saksi dalam perkawinan merupakan
keharusan, sedang dalam kasus selain
perkawinan hanya anjuran (sunnah).
Adapun kehadiran saksi dalam
perkawinan adalah ketika ijab-qabul
dilaksanakan, sebab kehadiran saksi
adalah syarat dapat terlaksananya rukun
nikah  tersebut. Menurut Khoirudin
Nasution, al-Kassani berusaha
mengkompromikan  pandangan  Abu
Hanifah dan Imam Malik, di mana Abu
Hanifah menekankan kehadiran saksi,
sedangkan Imam Malik menekankan
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pada fungsi saksi, yakni pengumuman.
Al-Kassani mengatakan, bahwa saksi
harus ada dalam akad nikah, yang
fungsinya sebagai sarana pengumuman
atau untuk menyebarluaskan informasi
tentang pernikahan tersebut. '’

Terkait dengan saksi, suatu
perkawinan bisa berstatus dikecam
bahkan difonis tidak sah atau haram.
Dalam kitab al-Mudawwanah, Imam
Malik membedakan antara perkawinan
sirri (nikah al-sirri) dan nikah yang tidak
disertai  bukti (nikah  bighair  al-
bayyinah). Nikah sirri adalah nikah yang
secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-
pihak yang terlibat dalam pernikahan
tersebut. Hukum perkawinan seperti ini
tidak sah. Sedangkan nikah yang tidak
ada bukti tetapi diumumkan kepada
khalayak ramai, maka hukumnya sah.''
Menurut Sahnun, perkawinan yang ada
bukti tetapi diminta untuk dirahasiakan,
masuk kategori nikah yang tidak sah,
sebaliknya, perkawinan yang tidak ada
bukti tetapi tidak dirahasiakan masuk
kelompok perkawinan yang sah, dengan
catatan disaksikan kemudian. Bahkan
kalau pun banyak bukti tetapi ada usaha
untuk merahasiakan, maka termasuk
nikah fasid (tidak sah).'” Dari penjelasan
ini bisa dipahami bahwa nikah sirri
adalah perkawinan yang ada usaha dari
para pihak (mempelai atau saksi) untuk
merahasiakan. Jika demikian, maka unsur
pokok yang menyebabkan haramnya
nikah sirri adalah adanya usaha untuk
merahasiakan perkawinan tersebut oleh
para pihak yang terlibat. Dengan
demikian, unsur pengumuman menjadi
penentu sah tidaknya perkawinan.

Nikah sirri, menurut Umar ibn
Khattab termasuk jenis nikah yang
dilarang. Hal ini didasarkan pada hadits
A5 e Ly Jue saaley VI -GV dan aSar 'Umar
sendiri : 7k Of LS i fieend e i,
5 Q68 30 15 W) o 2 o - ol il
13

2 s//"

b S LB LS G G T RS
Menurut Ibnu Qudamah (w. 620 H), dari
Mazhab Hanbali, saksi dalam perkawinan

Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan
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harus ada berdasarkan hadits nabi di atas.
Saksi dalam perkawinan menurutnya
tidak boleh seorang zimmi, tidak wanita,
tetapi boleh seorang buta, dengan syarat
mengetahui benar suara orang yang
melakukan akad sama kira-kira dengan
pengetahuan orang yang tidak buta."
Menurut Ibnu Qudamah, saksi harus ada,
namun mengenai pengumuman terjadinya
perkawinan kepada orang lain hukumnya
hanyalah sunnah.

C.
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Ketentuan Pencatatan Perkawinan

dalam Perundang-undangan
Perkawinan Muslim dan Status
Hukumnya
Undang-undangan  Perkawinan di
Indonesia

Undang-undang Republik
Indonesia  yang  pertama  kali
mengatur masalah pencatatan

perkawinan adalah UU No. 22 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk yang berlaku untuk daerah
Jawa dan Madura. Kemudian UU ini
berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954
diberlakukan untuk seluruh wilayah
Indonesia. Pasal 1 ayat (1)
menegaskan adanya keharusan
pengawasan terhadap pelaksanaan
pernikahan, talak dan rujuk dari
Pegawai Pencatat Nikah.” Bagi
perkawinan tanpa pengawasan
Pegawai Pencatatan Nikah dianggap
melanggar dan karena itu dikenakan

hukuman.'®  Namun pelanggaran
terhadap  keharusan  mencatatkan
perkawinan ini  hanya  bersifat
administrasi,  artinya  pencatatan

perkawinan tidak menjadi syarat sah
nikah."” Mengenai tujuan adanya
pencatatan ini ditegaskan dalam
penjelasan pasal 1 ayat (1), yaitu agar
mendapatkan kepastian hukum dan
ketertiban.'®

Ketentuan tentang pencatatan
perkawinan ini kemudian dituangkan
lagi dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang pelaksanaannya secara efektif

berlaku sejak 1 Oktober 1975. Pasal 2
ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
menyatakan: "tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan Perundang-
undangan yang berlaku". Sedangkan
mengenai teknis pencatatan
perkawinan dan lembaga/instansi
yang diberi kewenangan melakukan
tugas tersebut dijelaskan dalam
Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun
1975 pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia dijelaskan pada pasal 5
sampai dengan 7. Pada pasal 5 ayat
(1) disebutkan  bahwa  tujuan
pencatatan perkawinan adalah agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam, dan Pasal 6 ayat
[2] menyatakan bahwa perkawinan
yang tidak dalam pengawasan PPN
dianggap tidak mempunyai kekuatan
hukum. Sedangkan pasal 7 ayat (1)
membicarakan akta nikah sebagai
bukti telah terjadi perkawinan, ayat
(2) dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan akta nikah, maka
dapat  dilakukan  itsbat  nikah
(penetapan nikah) oleh Pengadilan
Agama.

Ketentuan-ketentuan  dari
beberapa perundang-undangan dan
KHI tentang pencatatan perkawinan

di atas tampak bahwa fungsi
pencatatan  perkawinan  sekadar
urusan administrasi, bukan
merupakan  syarat sah  sebuah

perkawinan. Hanya UU No. 1 Tahun
1974 yang menyatakan, bahwa
peraturan perundang-undangan
termasuk unsur yang harus dipenuhi
untuk sahnya akad nikah.

Perkawinan seseorang yang
dengan sengaja tidak dilangsungkan
di hadapan Pejabat Pencatat Nikah,
alias tidak dicatatkan kepada lembaga
pemerintah yang berwenang untuk
itu, dalam pasal 141 draft Rancangan
Undang-undang Hukum  Terapan
Peradilan Agama bidang Perkawinan
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yang disusun Departemen Agama RI
tahun 2006 — yang sampai tahun 2010
ini belum diundangkan — akan dikenai
sanksi pidana dengan pidana denda
paling banyak Rp. 6.000.000 [enam
juta rupiah] atau hukuman kurungan
paling lama 6 [enam] bulan.
Demikian juga dalam pasal 144,
seseorang yang menceraikan istrinya
tidak di depan sidang pengadilan akan
mendapatkan sanksi pidana
sebagaimana pada pasal 141 di atas.

Meskipun ketentuan pidana
ini mengundang reaksi pro-kontra
dari masyarakat, namun jika dinalar
secara jernih, semua ketentuan pidana
terkait dengan nikah sirri [bagi
pernikahan pertama maupun untuk
poligami] sesungguhnya mengandung
nilai maslahat yang besar bagi semua
anggota keluarga (suami, istri dan
anak-anak), berupa terwujudnya
ketertiban dan terhindarnya anggota
keluarga dari pengabaian hak mereka.
Undang-undang  Perkawinan  di
Malaysia

Di Malaysia, hukum keluarga
(hukum perkawinan) yang digunakan
sebanyak negara bagian di Malaysia,
dan semuanya mengharuskan adanya
pendaftaran/pencatatan perkawinan. 9
Hanya dalam hal teknis
pencatatannya saja yang sedikit ada
perbedaan, yakni waktu dilakukannya
pencatatan ada tiga. Namun pada
prinsipnya sama, yakni pencatatan
perkawinan dilakukan setelah akad
nikah dilangsungkan. Dari teks-teks
perundang-undangan Malaysia dapat
dipahami  bahwa pencatatan
perkawinan hanya diposisikan
sebagai masalah administrasi, tidak
ada hubungannya dengan ketentuan
sah tidaknya akad nikah
(perkawinan). Dengan  demikian
sedikit  agak  berbeda, dalam
perundang-undangan Indonesia masih
ada kemungkinan status pencatatan
perkawinan tidak sekedar syarat
administrasi, bahkan  pasal-pasal
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tentang pencatatan perkawinan bisa
dipahami secara Jjama'i
(utuh/keseluruhan) sebagai salah satu
syarat sah sebuah perkawinan.
Undang-undang  Perkawinan  di
Brunei Darussalam dan Singapura
Pemerintah Brunei
mewajibkan  adanya  pencatatan
perkawinan dalam jangka waktu 7
hari setelah akad nikah dilaksanakan.
Religious Council and Kadis Courts
Chap 77, pasal 143 ayat (1)
menyatakan : "Dalam jangka waktu
tujuh hari setelah melakukan akad
nikah  para  pihak  diharuskan
melaporkan  perkawinan tersebut,
yang boleh jadi para pasangan atau
wali". Ayat (2), "Pencatat wajib

memeriksa apakah seluruh
persyaratan perkawinan sudah
terpenuhi sebelum melakukan

pencatatan”.”® Pasal 180 menyatakan,
"Seorang yang seharusnya tetapi tidak
melaporkan perkawinan atau
perceraian kepada pegawai pencatat
adalah satu pelanggaran yang dapat
mengakibatkan  dihukum  dengan
hukuman penjara atau denda $200".

Demikian juga Singapura
mengharuskan pencatatan
perkawinan, perceraian dan rujuk
(AMLA pasal 102), dan bagi yang
melanggar mendapatkan hukuman,
baik para pihak maupun pegawai
pencatat perkawinan (AMLA pasal
130).”!
Undahg-undang di Syiria

Kalau dicermati, dalam UU
No. 34 tahun 1975 pasal 40 ayat (1)
didapati sesuatu yang menarik terkait
dengan  pencatatan  perkawinan,
bahwa formulir perkawinan harus
disampaikan kepada Pegawai
Pencatat Perkawinan, yang salah satu
lampiran yang harus ada adalah
keterangan dokter, bahwa yang
bersangkutan tidak mengidap
penyakit menular.”> Disamping itu
ada ketentuan bahwa pernikahan
harus dilakukan di  pengadilan,

Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan
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meskipun masih ada kemungkinan
melaksanakan perkawinan di luar
pengadilan, yakni : (a) apabila
seluruh persyaratan telah dipenubhi,
atau (b) terhadap perkawinan orang
hamil atau yang sudah melahirkan
anak, dengan konsekuensi ada
kemungkinan dikenakan hukuman.”
Dengan demikian, meskipun
pernikahan di luar pengadilan masih
dapat  dilegalisasi, pihak yang
bersangkutan bisa dikenakan
hukuman pidana. Pemberian
hukuman ini bisa dipahami sebagai
upaya pemerintah memberikan efek
jera  pelaku  perzinaan  (yang
mengakibatkan kehamilan di luar
perkawinan yang sah), meskipun
perempuan yang dizinai itu kemudian
menjadi istrinya. Disamping itu
secara psikologis akan tertanam pada
diri remaja, jiwa yang taat peraturan
dengan tidak  menyepelekan
persoalan perzinaan.
Undang-undang di Yordania

Pasal 17 ayat (a dan b) UU
No. 61 Tahun 1976 mengharuskan
adanya pencatatan perkawinan, dan
bagi yang melanggar, baik bagi
mempelai maupun pegawai pencatat
nikah, akan mendapatkan hukuman.
Pasal 17 ayat (a) menyatakan
"Mempelai laki-laki harus memohon
kepada hakim atau wakilnya untuk
mengadakan akad nikah, (b) Akad
nikah harus dilakukan Pegawai Nikah
yang bertanggung jawab kepada
hakim  sesuai  dengan  catatan
(dokumen) resmi. Hakim mungkin
mengambil alih tugas ini untuk kasus-
kasus tertentu dan dengan izin ketua

Pengadilan" >

Undang-undang di Mesir

Egyptian Code of
Organization and Procedure for
Syari'a Courts of 1897 adalah UU
Mesir  tentang  Organisasi  dan
Prosedur Berperkara di Pengadilan
tahun 1897, dimana ketentuan tentang

pencatatan perkawinan pertama kali
diatur dalam sebuah perundang-
undangan. Ditegaskan dalam UU ini,
bahwa pemberitahuan satu
perkawinan atau perceraian harus
dibuktikan dengan catatan (akta).
Hanya saja, pembuktian ini boleh
(cukup) dengan oral yang diketahui
secara umum oleh para pihak yang
berperkara. Ketentuan ini kemudian
diperluas dalam perundang-undangan
tahun 1909-1910, dan diubah tahun
1913, dimana pada pasal 101
disebutkan, perdebatan seputar
perkawinan dan perceraian yang
diadukan salah satu pasangan atau
orang ketiga tidak akan ditanggapi
kecuali ada bukti yang meyakinkan
kebenarannya. Menurut peraturan
tahun 1911, pembuktian harus dengan
catatan resmi pemerintah (official
document) atau tulisan tangan dan
tanda tangan dari seorang yang sudah
meninggal. Dalam peraturan tahun
1931 lebih dipertegas lagi dengan
kata-kata harus ada bukti resmi (akta)
dari pemerintah (official certiﬁ'cate).25
Undang-undang di Iran dan Irak

Iran  menetapkan  setiap
perkawinan dan perceraian harus
dicatatkan. Seseorang yang
melakukan pernikahan atau
perceraian dan tidak dicatatkan
kepada petugas pencatat nikah, maka

dianggap melakukan pelanggaran
terhadap  peraturan perundang-
undangan.26

Sedangkan Irak, disamping
mengharuskan adanya pencatatan
perkawinan, juga mewajibkan

melampirkan surat keterangan dokter
bahwa yang bersangkutan tidak
mengidap penyakit menular,
sebagaimana UU Syiria. Pasal 10 UU
Irak tahun 1984 menyebutkan

"Perkawinan (akad nikah) harus
dicatatkan pada pengadilan
berwenang, yang di dalamnya
termasuk (1) identitas mempelai,
jumlah mahar, dan surat keterangan
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ada atau tidaknya hal yang
membatalkan perkawinan, (2) surat
keterangan dokter, yang
membuktikan bahwa yang
bersangkutan tidak mengidap
penyakit menular”. *’
8. Undang-undang di Tunisia dan Al-

Jazair

Tunisia menetapkan,
perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan catatan resmi dari pemerintah
(official document). Dalam pasal 4
UU Tunisia No. 40 tahun 1957
dinyatakan ; "Perkawinan seharusnya
dibuktikan dengan catatan resmi.
Perkawinan yang dilakukan di luar
pengadilan seharusnya dibuktikan
dengan cara yang berlaku di Tunisia,
yakni sesuai dengan peraturan tentang
akad nikah".”®

Sedangkan Al-Jazair hanya
menetapkan bahwa akad nikah boleh
dilakukan setelah mendapat
pengesahan dari pegawai berwenang.
Dalam perundang-undangan Al-Jazair
tidak ditemukan penjelasan tentang
status pencatatan perkawinan. Pasal
18 UU Al-Jazair No 84-11 Tahun
1984 menyatakan "Akad nikah
dilakukan setelah mendapat
pengesahan dari pegawai  yang
berwenang sesuai dengan pasal 9 UU

inill 29

9. Undang-undang di Maroko dan Libya
Maroko mengharuskan
adanya  pencatatan  perkawinan,
bahkan menyaratkan tanda tangan
dua  notaris  untuk  absahnya
pencatatan perkawinan. Namun UU
Maroko tidak menjelaskan status
perkawinan tanpa pencatatan dan
ancaman bagi orang yang tidak
melakukan pencatatan perkawinan.’
Demikian juga pasal 5 UU
Libya No. 10 Tahun 1984
menyatakan "Perkawinan harus
dibuktikan dengan catatan resmi atau
ketetapan pengadilan". Namun tidak
dijelaskan status pencatatan
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perkawinan dan akibat hukum
perkawinan yang tidak dicatatkan.’'

D. Pencatatan Perkawinan dalam
Sorotan Metodologis

Ketika pencatatan perkawinan
ternyata dalam kehidupan berkeluarga
dirasa penting dan memiliki fungsi yang
signifikan, dan terbukti aturan tentang
pencatatan perkawinan dimuat dalam
perundang-undangan keluarga di
berbagai negara, maka para ulama
mencoba memberikan landasan
metodologis perlunya pencatatan
perkawinan yang dibuktikan dengan akta
nikah. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang
bisa dijadikan kajian pembicaraan
mengenai pencatatan perkawinan, antara
lain QS. Al-Bagarah [2]: 282
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Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan  benar. dan
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Jjanganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah  mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah  Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. jika yang berhutang itu orang
vang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur, dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramu).
Jika tak ada dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu
ridhai, supaya jika seorang lupa maka
yang seorang mengingatkannya.
Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan
(memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah  mu'amalahmu
itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan
di antara kamu, maka tidak ada dosa
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.
Dan  persaksikanlah  apabila  kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu
lakukan  (yang  demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
(OS. Al-Bagarah [2]: 282).

Perintah ayat  ini secara
redaksional ditujukan kepada orang-
orang beriman, tetapi yang dimaksud
adalah mereka yang melakukan transaksi
hutang-piutang, bahkan lebih khusus
adalah orang yang berhutang. Ini agar
orang yang memberi piutang lebih
tenang, sebab penulisan piutang itu
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dilakukan terutama oleh orang yang
berhutang. Menurut M. Quraish Shihab,
setiap kata yang dihimpun dari huruf dain
(dal, ya' dan nun), termasuk Kkata
"tadayantum" menggambarkan adanya
hubungan antara dua pihak, salah satunya
berkedudukan lebih tinggi dari yang lain.
Yakni ada hubungan timbal balik atau
dengan kata lain sebagai mu'amalah.”
Masih  menurut M. Quraish
Shihab, perintah menulis utang-piutang
dipahami oleh banyak ulama sebagai
anjuran, bukan kewajiban.” Demikian
praktek para sahabat nabi saat itu,
demikian juga yang terbaca pada ayat
berikutnya. Pandangan seperti ini bisa
dipahami, karena kondisi saat ayat
tersebut diturunkan, di kalangan sahabat
masih bisa dibilang belum banyak yang
pandai tulis menulis. Jika ini perintah
wajib tentu sangat menyulitkan. Namun
demikian jika dicermati dari isyarat
penggunaan kata iza apabila pada
penggalan ayat tersebut, yang lazim
digunakan untuk menunjukkan kepastian
akan terjadinya sesuatu,”® maka perintah
menulis dari yang bersifat anjuran biasa
bisa menjadi anjuran wajib. Kepastian
akan terjadinya sesuatu boleh jadi berupa
pelanggaran salah satu pihak jika tidak
dibuat sebuah akta (perjanjian) yang
menjadi bukti otentik terjadinya transaksi

utang-piutang di  antara = mereka.
Penggalan ayat selanjutnya
menggambarkan  adanya  pembuatan

perjanjian tersebut dilakukan secara adil,
maksudnya dengan benar, tidak
menyalahi  ketentuan  Allah  dan
perundang-undangan yang berlaku dalam
masyarakat, dan tidak juga merugikan
salah satu pihak yang bermu'amalah,
sebagaimana dipahami dari kata adil dan
di antara kamu.

Ayat ini mendahulukan
penyebutan "adil" dari pada penyebutan
"pengetahuan yang diajarkan Allah". Ini
karena keadilan, disamping menuntut
adanya pengetahuan bagi yang akan
berlaku adil, juga karena seseorang yang
adil tapi tidak mengetahui, keadilannya
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akan mendorong dia untuk belajar.
Berbeda dengan yang mengetahui tetapi
tidak adil. Ketika itu pengetahuannya
akan dia gunakan untuk menutupi
ketidakadilannya. Ia akan mencari celah
hukum untuk membenarkan
penyelewengan dan menghindari sanksi.
Demikian M. Quraish Shihab.”

Penggalan ayat selanjutnya
"Jangan enggan menulisnya" sebagai
tanda syukur, sebab "Allah telah
mengajarnya, maka  hendaklah ia
menulis”,  mengingatkan kepada para
penulis (yang memiliki kemampuan),
bahwa di atas pundaknya lah tanggung
jawab  penulisan itu  dibebankan.
Walaupun pesan ayat ini dinilai oleh
banyak ulama sebagai anjuran, tetapi ia
menjadi wajib jika tidak ada selainnya
yang mampu, dan pada saat yang sama,
jika suatu hak dikhawatirkan akan
terabaikan.

Setelah  menjelaskan ~ hukum
penulisan utang-piutang, penulis, kriteria
dan tanggung jawab, maka dikemukakan
tentang siapa yang mengimlakkan
kandungan  perjanjian yang telah
disepakati untuk ditulis. la adalah yang
berhutang, kenapa? Karena dia pada
posisi  yang  lemah, jika  yang
mengimlakkan yang memberi hutang,
bisa jadi suatu ketika yang berhutang
akan mengingkarinya. Berdasarkan nalar
yang logis dia tidak akan mengingkari,
sebab yang mengimlakkan adalah yang
berhutang sendiri.

Baru kemudian ayat ini berbicara
masalah persaksian, baik dalam tulis
menulis maupun lainnya. Saksi terdiri
dari dua orang pria atau satu pria dan dua
perempuan, lalu Allah mengingatkan
kepada saksi — sebagaimana Allah
mengingatkan kepada penulis — supaya
tidak enggan apabila mereka dipanggil.
Setelah berbicara saksi, ayat ini masih
mengulangi lagi mengenai penulisan
utang-piutang, namun penekanannya
pada utang yang sedikit (jumlahnya
kecil), sebab biasanya perhatian tidak
diberikan kepada utang yang kecil ini.
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Menurut Ahmad Rofiq, ayat
mudayanah (al-Bagarah : 282) di atas
mengisyaratkan bahwa adanya bukti
otentik sangat dibutuhkan untuk menjaga
kepastian hukum. Redaksinya secara jelas
menggambarkan bahwa pencatatan lebih
didahulukan dari pada kesaksian, yang
dalam perkawinan menjadi rukun.*®
Memang patut dipertanyakan mengenai
alasan mengapa para ulama dalam hal
pencatatan perkawinan dan
membuktikannya dengan akta nikah,
tidak  dianalogikan kepada ayat
mudayanah tersebut.

Dengan  memperhatikan  ayat
mudayanah di atas, secara metodologis,
status hukum pencatatan perkawinan
dalam  perundang-undangan  hukum
keluarga muslim di berbagai Negara
Islam yang mayoritas mengharuskan
adanya pencatatan itu, bisa didasarkan
pada metode giyas (deduksi analogis),
yaitu perintah membuat bukti otentik
secara tertulis pada transaksi utang-
piutang (jual-beli) yang tidak tunai.
Pencatatan perkawinan (pembuatan akta
nikah) bisa dianalogikan dengan perintah
pembuatan bukti tercatat (perjanjian)
utang-piutang karena keduanya memiliki
kesamaan 'illat, yakni terabaikannya hak
bagi para pihak yang melakukan transaksi
jika tidak ada akta perjanjian. Artinya
dalam rangka memberikan kepastian
hukum bagi para pihak yang terlibat
dalam transaksi.

Sebagaimana  masalah  utang-
piutang, perkawinan sebagai sebuah
peristiwa hukum yang mengakibatkan
hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang
terkait dengannya dan segala implikasi
yang ditimbulkannya, maka pencatatan
perkawinan juga menjadi suatu yang
penting dalam rangka mewujudkan
kepastian  hukum. Menurut hemat
penulis, giyas yang digunakan di sini
adalah giyas awlawi, artinya sesuatu yang
dianalogkan (al-far'u) itu dalam posisi
yang  seharusnya lebith  mendapat
perhatian utama ketimbang hukum
sandarannya (al-asl). Karena hukum
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perkawinan lebih banyak memiliki
implikasi hukum lain seperti hukum
nasab dan  hukum  waris  jika
dibandingkan dengan hukum utang-
piutang.

Selain metode qiyas, pencatatan
perkawinan bisa didekati dengan metode
Sadd al-Zarfah. Sadd = menutup, al-
Zari’ah = wasilah/jalan ke suatu tujuan.
Sadd al-Zari’ah = menutup jalan kepada
suatu tujuan. Secara istilah, Abd Karim
Zaidan mendefinisikan :

Al dla s gl e ae oL e & (Menutup
jalan (sarana) yang membawa kepada
kebinasaan atau kejahatan). 37

Sebagaimana perjanjian (akta)
utang-piutang dan sertifikasi benda
wakaf, akta nikah merupakan sarana
untuk membuktikan eksistensi
perkawinan. Artinya akta nikah bisa
dipahami sebagai instrument (wasilah)
untuk menjaga hak dan kewajiban
seluruh anggota keluarga dalam bingkai
yuridis formal. Memenuhi hak seseorang
adalah wajib, jika tanpa akta nikah, hak
salah satu anggota keluarga tidak dapat
terjamin, maka mengadakan akta nikah
hukumnya juga wajib. Hal ini sesuai
dengan kaidah fikih ; ¢« V=1 2V L
s 38 (suatu kewajiban tidak akan

sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain,
maka sesuatu tersebut menjadi wajib
adanya). Kaidah fikih yang lain ;
olall (S Bl asle s Wl o2y WY1 (perintah
terhadap sesuatu berarti perintah untuk
mengadakan perantaranya/wasilah (alat
untuk mencapainya), dan hukum yang
ada pada perantara sama dengan hukum
yang ada pada tujuan).”

Berdasarkan kaidah fikih di atas,
pencatatan nikah dilakukan sebagai
tindakan preventif dari kemungkinan
adanya tindakan pengabaian hak dari
salah satu pihak. Upaya pemenuhan hak
dan kewajiban dalam keluarga secara
yuridis bisa dilakukan dengan membuat
akta nikah. Pada posisi ini, akta nikah
merupakan wasilah / instrument yuridis
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bagi pemenuhan hak dan kewajiban
dalam keluarga.

Dari penjelasan di atas, bisa
dipahami bahwa pencatatan perkawinan
adalah perbuatan yang pada dasarnya
mubah dan membawa kemaslahatan yang
dengan perbuatan tersebut kemudharatan
(terabaikannya suatu hak) dapat ditutup.
Atau, dengan bukti otentik, pengingkaran
terhadap peristiwa hukum (perkawinan)
dapat  dihindarkan.  Jadi = adanya
pencatatan perkawinan yang dibuktikan
dengan akta nikah bisa menutup
kemungkinan upaya pengingkaran salah
satu pihak dalam pemenuhan
kewajibannya, padahal tidak memenuhi
kewajiban berarti melanggar aturan
hukum.

Selain  menggunakan  metode
giyas dan Sadd al-Zari'ah, pencatatan
perkawinan  bisa  dicari  sandaran
hukumnya dengan metode maslahat al-
mursalah (public interest). Maslahat al-
mursalah merupakan salah satu bentuk
maslahah. Dalam kajian maslahah,
dipahami bahwa seluruh hukum yang
ditetapkan Allah atas hambaNya — dalam
bentuk suruhan atau larangan — adalah
mengandung maslahat. Di balik suruhan
terdapat maslahat berupa manfaat bagi
pelakunya baik secara langsung atau
tidak, misalnya  perintah shalat
mengandung manfaat antara lain untuk
ketenangan rohani dan  kebersihan
jasmani. Dan dibalik larangan terdapat
maslahat berupa terhindarnya manusia
dari kebinasaan atau kerusakan,
misalnya, larangan minum minuman
keras akan menghindarkan manusia dari
mabuk yang bisa merusak akal.

Setiap perbuatan yang
mengandung kebaikan dalam pandangan
manusia, maka biasanya untuk perbuatan
itu terdapat hukum syara' dalam bentuk
suruhan.  Sebaliknya, pada  setiap
perbuatan yang dirasakan manusia
mengandung kerusakan, maka biasanya
untuk perbuatan itu ada hukum syara'
dalam bentuk larangan. Kalau dicermati,
al-Qur'an Surat al-Bagarah ayat 282 di
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atas dan An-Nur ayat 33 — yang akan
dibahas nanti - yang terkait dengan
persoalan pencatatan memakai bentuk
perintah, hal ini bisa diduga keras bahkan
dipastikan perintah itu mengandung
maslahat.

Menurut  al-Syatibi, = metode
maslahat al-mursalah sesungguhnya dalil
qat'i, yang dibangun atas dasar metode
induksi (istigra'i). Dalil ini dibangun dari
peristiwa-peristiwa yang bersifat individu
(kasus-kasus) dalam masyarakat,
kemudian ditarik kesimpulan secara
umum. Misalnya, gambaran seorang istri
(dengan nikah sirri) dan anak-anaknya,
jika suatu saat menghadapi kenyataan
ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak
diketahui entah dimana, sementara
nafkah lahir tidak diberikan, apalagi
nafkah batin, lebih-lebih lagi istri tidak
memiliki pekerjaan dan harus
menghidupi anak-anaknya, jika tidak
memiliki salinan akta nikah, maka istri
dan anak-anak tersebut tidak dapat
mengajukan tuntutan haknya kepada
suaminya, karena tidak memiliki sarana
untuk mengajukan tuntutan ke
pengadilan. Berbeda halnya jika ada
salinan akta nikah, seorang istri dan anak-
anaknya dapat melakukan upaya hukum
untuk  mendapatkan  haknya  yang
ditelantarkan.

Kasus-kasus seperti ini banyak
terjadi di masyarakat kita terutama di
masyarakat yang cara  berfikirnya
berorientasi pada fikih sentries. Mereka
mengabaikan pencatatan perkawinan,
dengan melakukan nikah sirri  dan
poligami liar, karena bagi mereka
pencatatan perkawinan tidak diatur secara
tegas oleh al-Qur'an dan sunnah,
disamping itu mereka meyakini bahwa
sahnya perkawinan hanya diukur dari
pemenuhan syarat dan rukun perkawinan
saja  berdasarkan  ketentuan  fikih.
Memang diakui tidak setiap nikah sirri
mempunyai nasib sama sebagaimana
gambaran di atas, namun yang jelas
seorang istri tidak memiliki jaminan
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hukum akan haknya jika terjadi sesuatu
yang tidak dikehendakinya.

Dalam kaidah hukum Islam,
pencatatan perkawinan dan
membuktikannya dengan akta nikah,
sangat jelas mendatangkan maslahat bagi
tegaknya rumah tangga. Ini sejalan
dengan prinsip .Flall > e pdde aalili 1)

(menolak kemadharatan lebih
didahulukan  daripada  memperoleh
kemaslahatan)

Disamping ayat 282 al-Baqarah di
atas, ada juga ayat yang memungkinkan
bisa  ditelaah  kaitannya dengan
pencatatan perkawinan, yakni ayat yang
membicarakan anjuran kepada hamba
sahaya menjaga dirinya dari perzinahan
karena belum memiliki kemampuan
untuk menikah sekaligus keinginan
hamba sahaya yang menginginkan hak
kemerdekaan dirinya, dengan meminta
kepada  tuannya  untuk  membuat
perjanjian (al-kitabah). Yakni QS. Al-
Nur ayat 33 :

DA B 6K Oyl ¥ ol came
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(FY) w23 388 S| Jas oon Al
Dan  hendaklah  menjaga  kesucian
(diri)nya orang-orang yang tidak mampu
kawin, sehingga Allah memampukan
mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-
budak  yang  kamu  miliki  yang
menginginkan  perjanjian,  hendaklah
kamu buat perjanjian dengan mereka,
Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada
mereka, dan berikanlah kepada mereka
sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya  kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran,
sedang mereka sendiri mengingini
kesucian, karena kamu hendak mencari
keuntungan duniawi. Dan Barangsiapa
yang memaksa mereka, maka
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sesungguhnya Allah  adalah  Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa
itu.

Penggalan ayat . szl 01 o 31SS
1 (hendaklah kamu membuat perjanjian

dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, bisa dipahami
adanya perintah kepada tuan untuk
membuat  perjanjian  memerdekakan
hamba sahayanya ketika sang tuan
melihat ada nilai kebaikan (maslahah)
pada mereka. Makna kebaikan di dalam
ayat ini dipahami oleh M. Quraish
Shihab, bahwa mereka akan mampu
melaksanakan tugas dan memenuhi
kewajiban  mereka, tanpa menjadi
pengemis serta mampu pula memelihara
diri dan agama mereka.

Ayat ini dimaksudkan oleh
penulis untuk mendukung pemahaman
bahwa sebuah perjanjian (bukti otentik)
dari transaksi apapun termasuk
pembuatan akta nikah dan akta
pemerdekaan seorang hamba sahaya
memiliki fungsi yang signifikan dalam
rangka pemenuhan hak dan kewajiban
bagi para pihak. Penulis memahami
penggalan ayat "jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka"  sebagai
alasan sebuah perjanjian yang
dikehendaki hamba sahaya itu hendaknya
diturutkan oleh tuannya. Karena dengan
kemerdekaan yang diperoleh, seorang
hamba akan mendapatkan nilai maslahat
yang lebih besar, nilai kebebasan dan
nilai diri secara manusiawi (karena
hamba sahaya dinilai separoh dari orang
merdeka). Karena itu  pencatatan
perkawinan yang juga banyak
memberikan manfaat dan maslahat bagi
para pihak, juga bisa dianalogkan dengan
anjuran pembuatan akta perjanjian
pemerdekaan hamba sahaya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa:
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1.

Ketentuan tentang pencatatan
perkawinan sebagaimana dibahas
dalam perundang-undangan

perkawinan muslim tidak ditemukan
pembahasannya dalam kitab-kitab
fikih konvensional. Secara umum
perundang-undangan perkawinan
muslim kontemporer di beberapa
negara mengharuskan pencatatan
perkawinan, kecuali Al-Jazair yang
hanya menyatakan bahwa nikah boleh
dilakukan setelah mendapat
pengesahan dari pegawai berwenang,
tidak menjelaskan aturan pencatatan
perkawinan. Namun mereka berbeda
mengenai rincian keharusan
pencatatan perkawinan tersebut. Jika
dikelompokkan, mereka terkelompok
menjadi tiga yaitu :

Pertama, kelompok negara yang
menetapkan pencatatan sebagai satu
kewajiban, dan pihak yang melanggar
mendapat hukuman, atau
perkawinannya tidak memiliki
kekuatan hukum. Negara-negara yang
masuk dalam kelompok ini antara lain
: Indonesia, Brunei, Singapura, Mesir,
Iran, Irak, Yordania, dan Tunisia.

Kedua, kelompok negara yang
menjadikan pencatatan sebagai syarat
administrasi, namun tidak
menegaskan status dan akibat hukum
perkawinan yang tidak dicatatkan.
Antara lain negara Maroko, Libya,
dan Lebanon.

Ketiga, mnegara yang masih
mengakui perkawinan yang tidak
dicatatkan meskipun mengharuskan
pencatatan perkawinan. Hanya Syiria
negara yang masuk tipologi ketiga
ini.

Al-Qur'an dan sunnah tidak secara
tegas menjelaskan mengenai
pencatatan perkawinan. Namun status
pencatatan perkawinan dalam
perundang-undangan  keluarga di
berbagai negara, dapat dicarikan
sandaran  metodologisnya,  yakni
dengan minimal tiga metode : (1)
metode giyas (analogi), yakni
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menganalogikan  dengan  perintah
membuat  bukti otentik adanya
transaksi utang-piutang secara tidak
tunai (QS. Al-Bagarah :282), dan
perintah membuat perjanjian bagi
budak mukatab (QS. An-Nur : 33),
(2) metode sadd al-zari'ah dan (3)
metode maslahat mursalah.
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